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1. Alokasi anggaran pendidikan Indonesia sebesar 20% dari APBN dan APBD
sejak tahun 2010.

2. Alokasi anggaran Kemenag RI tahun 2024 berdasarkan FUNGSI PENDIDIKAN 
sebesar 60 T untuk semua jenjang dari mulai RA, MI, MTs, MA dan 
Perguruan Tinggi.

3. Sampai saat ini anggaran pendidikan d i  K e m e n a g  R I  masih banyak 
yang belum terpenuhi karena anggaran yang sangat terbatas, beda dengan 
anggaran untuk Pendidikan Umum. 

4. Mutu pendidikan belum tercapai sesuai harapan
5. Perlu ada proses perencanaan terintegrasi dari pusat sampai dengan

satuan pendidikan
6. Sebagian besar satuan pendidikan yang belum melakukan “PENJAMINAN 

MUTU PENDIDIKAN”
7. SARANA PENDIDIKAN DI MADRASAH SANGAT TERBATAS

Latar Belakang



Apakah Pendidikan Di Indonesia 
Sudah Bermutu?

.8

.6

.4

.2

0

0 2 4 6 8 10

School Score Pure National Exam Score

Mathematics

Kesenjangan besar antara hasil UN dan Ujian Sekolah

yang semakin memudarKarakter 
ke-Indonesia-an



APAKAH MUTU?

➢ Derajat keunggulan sesuatu atau seseorang atribut pembeda atau karakteristik yang 
dimiliki oleh sesuatu atau seseorang semua karakteristik produk dan pelayanan yang 
memenuhi persyaratan dan harapan

• sesuai dengan ‘standar’

• sesuai dengan harapan ‘pelanggan’

• sesuai dengan harapan ‘pihak-pihak terkait’

• sesuai dengan yang ‘dijanjikan’



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

P T K
SARANA & 

PRASARANA PEMBIAYAAN

PENGELOLAAN

KOMPETENSI  
LULUSAN

UU no.20/2003 tentang Sisdiknas 
menyatakan SNP adalah kriteria 
minimal sekolah di Indonesia.
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PERENCANAAN  
PENINGKATAN 

MUTU

IMPLEMENTASI  
PENINGKATAN 

MUTU

MONITORING 
DAN EVALUASI

STANDAR MUTU

PEMETAAN  
MUTU

UU no.20/2003 tentang  
Sisdiknas menyatakan SNP  
adalah kriteria minimal 
sekolah di Indonesia.

Penjaminan mutu pendidikan (PMP): 
Suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses

pendidikan sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan.

SIKLUS PMP

1. Melakukan pemetaan  

berbasis Standar Mutu  

dan aturan
2. Menyusun rencana  

dengan mengacu pada  

peta masalah

3. Melaksanakan sesuai  
dengan rencana 
yang telah disusun

4. Memantau dan evaluasi untuk memastikan

pelaksanaan sesuai dengan rencana
(input,proses,output,outcome)

5. Meningkatkan standar

mutu sekolah bila SNP telah  
tercapai



SNP

standar

Lulusan yang
berkarakter baik

Lulusan yang kreatif  
dan pembelajar

Sekolah yang  
menyenangkan

Upaya peningkatan mutu harus 
memiliki “makna” dan “sesuai 
dengan kebutuhan” satuan  
pendidikan dalam menuju kualitas 
layanan minimal SNP

MADRASA  
H

EDM
Evaluasi

Peren-
canaan

Pelak-
sanaan

STANDAR
BARU

MADRASAH 
BERBUDAYA  

MUTU



KEWAJIBAN PENJAMINAN MUTU PP 19 TAHUN 2005

Kewajiban Satuan 
Pendidikan

Pemerintah  
Daerah

Pemerintah  
Pusat

memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin 
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap 
warga negara tanpa diskriminasi.

Kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan 
untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

Fasilitasi SP, PTK yang diperlukan untuk menjamin 
terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Pengembangan standar nasional pendidikan serta 
pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara 
nasional

Badan standardisasi, 
penjaminan, dan 
pengendalian mutu 
pendidikan

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan



SATUAN 
PENDIDIKAN

EVALUASI/  
AUDIT

PENETAPAN  
STANDAR

PEMETAAN  
MUTU

PERENCANAAN  
PENINGKATAN 

MUTU

IMPLEMENTASI  
PENINGKATAN 

MUTU

Pemerintah Daerah

Pemetaan
Mutu Sekolah

Perencanaan  
Peningkatan 

Mutu

Fasilitasi 
Pemenuhan/  
Peningkatan 

Mutu

Inspeksi 
Pelaksanaan  
Penjaminan 

Mutu

Badan/Lembaga
Akreditasi

Audit Mutu  
Eksternal

Penetapan  
Akreditasi

Badan/Lembaga  
Standarisasi

Evaluasi 
Pencapaian Mutu

Penetapan 
Standar Mutu

Pembuatan 
Strategi 

Peningkatan Mutu

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
(PERMENDIKBUD 28/2016)-→ Berlaku untuk Sekolah

Pemerintah

NSPK
Harmonisasi  
Peningkatan  

Mutu

Fasilitasi
PEMDA

Pemetaan
Mutu

....

Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan adalah suatu 

kesatuan unsur yang terdiri 
atas organisasi, kebijakan, 
dan proses terpadu yang 
mengatur segala kegiatan 
untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dasar dan 
menengah yang saling 

berinteraksi secara 
sistematis, terencana dan 

berkelanjutan.
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BSNPBAN S/M
DITJEN 

DIKDASMEN

Standar
Instrumen BAN

Instrumen
Diagnostik

Skor Akreditasi

Rapor dan 
Akar 

Permasalahan

Assesor Evaluator

Rekomendasi  
Solusi

PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI INSTRUMEN ANTAR
LEMBAGA-→di Kemdikbud

PEMDA/
SEKOLAH

direkomendasikan

digunakan



PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DALAM IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU
-→ Berlaku di Kemdikbud
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• Penjaminan Mutu
Eksternal: BAN S/M

• Kementerian
dibantu oleh LPMP 
dalam menerapkan 
SPME-Dikdasmen.

• Pemerintah Daerah
dibantu TPMPD
dalam menerapkan 
SPME-Dikdasmen 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

• Satuan Pendidikan 
dibantu TPMPS
dalam menerapkan
SPMI-Dikdasmen.
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terdiri atas:
• Kepsek
• PTK
• Komite

terdiri atas:
• Dinas Pendidikan
• Pengawas
• Dewan Pendidikan



SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

Pemerintah/Pem
erintah Daerah

Pemetaan Mutu
Sekolah

Perencanaan 
Peningkatan mutu

Fasilitasi 
Pemenuhan/Peni  

ngkatan Mutu

Inspeksi Pelaksanaan
Penjaminan Mutu

Badan/Lembaga
Akreditasi

Audit Mutu
Eksternal

Penetapan
Akreditasi

Badan/Lembaga Standar Pendidikan

Penetapan 
Standar Mutu

Pembuatan 
Strategi 

Peningkatan Mutu

Satuan
PSeAnTUdAidNikan

SISTEM INFORMASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
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SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
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PENYEBAB RENDAHNYA 
MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH

KUALITAS GURU PEMERATAAN 
KESEMPATAN 
PENDIDIKAN

BIAYA 
PENDIDIKAN 

MASIH MAHAL

SARANA FISIK TERBATAS
KESEJAHTERAAN GURU RELEVANSI 

PENDIDIKAN DG 
KEBUTUHAN



DATA LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DI KAB. BANDUNG 2023 

NO LEMBAGA JUMLAH SISWA

1 RA 736 31.987

2 MI 234 44.581

3 MTS 238 42.719

4 MA 131 22.162

1.329 141.503



Data Guru Aktif Di Kabupaten Bandung 
Tahun 2023 Sebanyak 8.810
Berdasarkan Status :
1. Pegawai Negeri Sipil/PNS =    581
2. Non Pegawai Negeri Sipil = 8.229
                                  JUMLAH = 8.810

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :
1. SMA/SMK =     419
2. D1               =       23
3. D2               =       22
4. D3               =       16
5. D4               =       22
6. S1                = 7.997
7. S2                =    307
8. S3                =        4
JUMLAH         = 8.810



Data Guru Berdasarkan Jenjang dan Penerima TPG Tahun 2023 

No Nama Jenjang Jml Guru Sudah 
Sertifikasi

Belum 
Sertifikasi

1 2 3 4 5

1 Madrasah Aliyah 1.455 568 887

2 Madrasah Tsanawiyah 2.700 1.257 1.443

3 Madrasah Ibtidaiyah 2.166 1.027 1.139

4 Raudlatul Athfal 2.489 884 1.605

JUMLAH 8.810 3.736 5.074



Data Lembaga yang sudah  Akreditasi di 
Kab. Bandung Sampai Tahun 2023

No Nama Jenjang Sudah 
Aktreditasi

Belum 
Akreditasi

JUMLAH

1 2 3 4 5

1 Madrasah Aliyah 93 38 131

2 Madrasah Tsanawiyah 142 94 236

3 Madrasah Ibtidaiyah 134 100 234

4 Raudlaytul Athfal 736

JUMLAH 369 232 1.339



Rencana dan Strategi Penjaminan Mutu di Kabupaten Bandung

1. Melalui Peningkatan Kualifikasi Pendidikan
2. Melakukan Kunjungan Ke Madrasah Lain yang 

sudah mencapai tarap Maju
3. Melakukan Hubungan Komunikasi dengan para 

kepala madrasah secara kontinue
4. Menginstruksikan kepada Guru/Kepala 

Madrasah untuk mengikuti seminar/Kursus
5. Menginstruksikan kepada guru?kepala 

Madrasah untuk banyak membaca buku



Rencana langkah-langkah Penjaminan Mutu Pendidikan

1. Pemetaan Mutu
2. Penyusunan rencana peningkatan mutu
3. Implementasi rencana peningkatan 

mutu
4. Evaluasi/audit internal
5. Penetapan standar mutu pendidikan



Strategi Untuk Mendapatkan Hasil Akreditasi Yang Baik

Identifikasi akreditasi  “A”
Dari 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) 
a. Kita amati bagian mana yang nilainya rendah.
b. Kemudian untuk meningkatkan nilai apa yang   
        cukup waktu dan dananya.
c.     Standar yang masih memungkinkan untuk 
        menaikan nilai. Misalnya untuk 4 standar akademik   
        diantaranya :

-SKL (Standar Kompetensi Lulusan)
-SI (Standar Isi)
-Standar Proses dan
-Standar Penilaian
   
d. Memperkuat bukti Fisik
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MEMBANGUN 
KAPASITAS LEVEL 
BIROKRAT

MEMBANGUN KAPASITAS 
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.
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01 
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STRATEGI MENINGKATKAN MUTU DI MADRASAH KAB 
BANDUNG



THANK YOU


	Slide 1: STRATEGI PENJAMANINAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG  : Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan   
	Slide 2: Latar Belakang
	Slide 3: Apakah Pendidikan Di Indonesia  Sudah Bermutu?
	Slide 4: APAKAH MUTU?
	Slide 5: STANDAR
	Slide 6
	Slide 7: Upaya peningkatan mutu harus  memiliki “makna” dan “sesuai  dengan kebutuhan” satuan  pendidikan dalam menuju kualitas  layanan minimal SNP
	Slide 8: KEWAJIBAN PENJAMINAN MUTU PP 19 TAHUN 2005
	Slide 9: SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
	Slide 10: PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI INSTRUMEN ANTAR LEMBAGA-di Kemdikbud
	Slide 11
	Slide 12: SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
	Slide 13: SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
	Slide 14
	Slide 15: DATA LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DI KAB. BANDUNG 2023 
	Slide 16: Data Guru Aktif Di Kabupaten Bandung Tahun 2023 Sebanyak 8.810
	Slide 17: Data Guru Berdasarkan Jenjang dan Penerima TPG Tahun 2023 
	Slide 18: Data Lembaga yang sudah  Akreditasi di Kab. Bandung Sampai Tahun 2023
	Slide 19: Rencana dan Strategi Penjaminan Mutu di Kabupaten Bandung
	Slide 20: Rencana langkah-langkah Penjaminan Mutu Pendidikan
	Slide 21: Strategi Untuk Mendapatkan Hasil Akreditasi Yang Baik
	Slide 22
	Slide 23: THANK

